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ABSTRAK

WINNER SATRIADI HARAHAP, 1864002124

AUDIT KINERJA PEGAWAI PADA BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA,
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

139 halaman, 5 bab, 5 tabel, 6 gambar, 1 lampiran

Daftar Pustaka 19 buku, 3 jurnal, 2 peraturan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pegawai pada Biro
Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berdasarkan
data dan fakta yang valid dan dapat dipercaya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini
adalah data primer, berupa hasil wawancara yang melibatkan 9 (sembilan) orang Informan
kunci sebagai sumber informasi dengan diberikan pertanyaan terkait dengan upaya-upaya
yang telah dilakukan Biro Organisasi dan Tatalaksana dalam meningkatkan kinerja pegawai,
sekaligus data sekunder berupa dokumen pendukung maupun gambar yang relevan dengan
penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, metode observasi,
dan metode dokumenter secara langsung ke lokasi penelitian serta mengumpulkan data-data
sekunder. Prosedur pengolahan data dilakukan dengan melalui reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pegawai
yang bekerja di lingkungan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementrian
Dalam Negeri Rl dapat dikatakan telah memenuhi kreteria kinerja birokrasi yang baik, karena
telah memenuhi aspek Efektivitas, Efisiensi dan Kualitas. Adapun dalam melaksanakan
kinerja yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi oleh pegawai, seperti keterbatasan
jumlah SDM, dan keterbatasan anggaran serta pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan
job desk.

Kata kunci: Audit Kinerja Pegawai, Biro Organisasi dan Tatalaksana.

Vi



ABSTRACT

WINNER SATRIADI HARAHAP, 1864002124

PERFORMANCE AUDIT OF EMPLOYEES AT THE BUREAU OF ORGANIZATION AND
MANAGEMENT, SECRETARIAT GENERAL OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

139 pages, 5 chapters, 5 tables, 6 pictures, 1 appendices
Bibliography 19 books, 3 journals, 2 regulation

This study aims to determine how the performance of employees at the Bureau of
Organization and Management of the Secretariat General of the Ministry of Home Affairs is
based on valid and reliable data and facts. In this study, researchers used a qualitative
approach with a descriptive method. The data obtained in this study are primary data, in the
form of interviews involving 9 (nine) key informants as sources of information by being asked
guestions related to the efforts that have been made by the Organization and Management
Bureau in improving employee performance, as well as secondary data in the form of
documents. supporting and images relevant to the research.

Data collection techniques were carried out by interview methods, observation
methods, and documentary methods directly to the research location and collecting secondary
data. Data processing procedures are carried out through data reduction, data presentation,
and drawing conclusions.

Based on the results of the study, it can be concluded that in general, employees
who work in the Organizational and Management Bureau of the Secretariat General of the
Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia can be said to have met the criteria for
good bureaucratic performance, because they have met the aspects of Effectiveness,
Efficiency and Quality. Meanwhile, in carrying out performance, there are inhibiting factors
faced by employees, such as the limited number of human resources, and budget constraints
and the work given is not in accordance with the job desk.

Keywords: Employee Performance Audit, Bureau of Organization and Management.
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Bab |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Organisasi pemerintahan pada hakikatnya merupakan suatu institusi yang
memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang prima. Sumber Daya Manusia
dalam suatu instansi pemerintah memegang peranan yang sangat penting.
Sumber daya manusia memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas
pemerintahan. Potensi setiap sumber daya yang ada didalam instansi
pemerintah harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu
memberikan hasil kerja yang optimal.

Bagi organisasi publik tujuan kerja lebih berorientasi pada pelayanan yang
lebih baik dan berkualitas (public service). Diperlukan kemampuan dan kemauan
kalangan birokrasi untuk melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi yang
mencakup perubahan perilaku yang mengedepankan netralitas, professional,
demokratis, transparan dan disertai perbaikan semangat kerja, cara kerja dan
terutama dalam pengelolaan kebijakan dan pemberian pelayanan publik, serta
komitmen dan pemberdayaan akuntabilitas instansi pemerintah.

Di Indonesia kinerja birokrasi masih perlu dibenahi dan ditingkatkan dalam
memberikan pelayanan yang baik untuk mendukung upaya membangun
pemerintahan yang berkualitas (good governance). Kinerja birokrasi tidak
terlepas dari kinerja sumber daya manusia di dalamnya, sumber daya manusia
yang dimaksud adalah aparatur pemerintah yang dikenal dengan Aparatur Sipil
Negara (ASN)

Kelancaran dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sangatlah
tergantung pada kesempurnaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Maka dari itu,
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan
masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern demokratis,
Makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang
bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan
prima kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



Kinerja birorkasi pemerintah yang dinilai masih diwarnai dengan inefisiensi,
penyalahgunaan wewenang, kolusi, korupsi, dan nepotisme menjadi fokus
kritikan yang sering dilontarkan publik, meskipun berbagai upaya perbaikan
sudah banyak dilakukan pemerintah. Cara penyelenggaraan pemerintah yang
belum efisien, efektif dan berkualitas masih mewarnai kinerja organisasi publik
pada saat ini.

Pada suatu instansi pemerintah selalu dibutuhkan adanya pegawai yang
terampil, mampu dan cakap sesuai dengan pekerjaannya sehingga dapat
memberikan kontribusi terhadap keberhasilan dan juga dapat memberikan
kontribusi terhadap keberhasilan dan juga dapat meningkatkan prestasi kerja
yang baik untuk masyarakat maupun instansi pemerintah itu sendiri. Karena
begitu tingginya tuntutan akan kompetensi Sumber Daya Manusia dan
pentingnya kedudukan manusia dalam instansi pemerintah, maka peran atasan
atau pimpinan sangat penting untuk melihat sejauh mana kemampuan pegawai
dalam melaksanakan pekerjaannya ataupun tugasnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
adalah salah satu peraturan pemerintah yang diterbitkan untuk mendukung
pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas,
professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan
dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Kinerja maksimal dari pegawai menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara akan terwujud bilamana organisasi dapat
mengarahkan dan mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh
pegawai sehingga pegawai mampu bekerja secara optimal.

Salah satu alasan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang sebagai dasar dalam rangka mendukung program Reformasi Birokrasi
yang bertujuan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-



aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan
sumber daya manusia aparatur.

Aparatur Sipil Negara merupakan sebagian dari reformasi birokrasi, yang
perlu ditetapkan sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan
mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan
menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

Tidak dapat dipungkiri lagi dan tidak dapat diragukan lagi bahwa salah satu
faktor yang paling penting dan mampu menentukan keberhasilan atau kegagalan
suatu organisasi adalah faktor sumber daya manusia atau disebut SDM.
Keunggulan bersaing (competitive advantage) suatu organsiasi sangat
ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Untuk dapat mengukur tingkat
keberhasilan suatu instansi pemerintah ataupun programnya, maka seluruh
aktivitas yang ada harus diukur, dan pengukuran tersebut tidak hanya dilihat dari
input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada output
(keluaran), outcomes (hasil), benefits (manfaat) dan impacts (dampak). Oleh
karena itu, penanganan sumber daya manusia harus dilakukan secara
menyeluruh dan seksama dalam kerangka sistem pengelolaan sumber daya
manusia yang bersifat strategis, menyatu, dan selalu terhubung sesuai tujuan,
visi misi organisasi.

Permasalahan yang paling umum didapati pada birokrasi di Indonesia,
adalah pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) dimana Aparatur
belum sepenuhnya mendukung reformasi birokrasi yang efisien, efektif dan
produktif dan professional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Untuk memperbaiki
kinerja pegawai, khususnya di era reformasi birokrasi ini semakin penting artinya
Ketika dihadapkan pada tantangan nasional maupun internasional, terlebih lagi
jika dihadapkan pada kondisi masyarakat yang semakin kritis sebagai dampak
positif dari pembangunan negara saat ini. Pertanyaan yang sangat pokok untuk
dicarikan jawabannya yaitu bagaimana cara untuk menyempurnakan birokrasi
pemerintahan agar lebih baik lagi untuk menghadapi era globalisasi.

Suatu pekerjaan memang memiliki dimensi kerja yang mengidentifikasi
elemen-elemen yang paling penting dari suatu pekerjaan. Bagi setiap Organisasi

dan Instansi setidaknya dapat mengetahui berbagai kelemahan dan kelebihan



para pegawai sebagai landasan untuk memperbaiki kekurangan dan kelebihan
dalam rangka meningkatkan produktifitas dan pengembangan pegawai sehingga
kinerja pegawai pada setiap instansi dapat optimal. Maka dari itu perlu dilakukan
penilaian kinerja secara periodik yang berorientasi pada periode terdahulu atau
periode yang akan dating. Penilaian disini dimaksudkan untuk mengetahui
apakah unjuk kerja dari pegawai sudah memenuhi standar kerja yang diharapkan
atau belum. Kinerja dalam suatu organisasi adalah jawaban dari berhasil atau
tidaknya visi misi organisasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan instansi
untuk mengevaluasi kinerja SDM adalah dengan melaksanakan audit kinerja.
Ardeno & lwan (2020:24) menjelaskan bahwa Audit Kinerja adalah audit yang
dilakukan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas berkaitan
dengan pelaksanaan kegiatan dalam sebuah instansi. Menurut Nasution &
Prasetya (2016:1) audit kinerja adalah kegiatan pengevaluasian yang dilakukan
perusahaan pada fungsi tertentu, sepeti fungsi pemasaran, fungsi SDM, dan
sebagainya. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk mengatur
jalannya fungsi tertentu adalah dengan menetapkan Standar Operasional
Prosedur (SOP). Namun pada praktiknya, pelaksanaan kegiatan belum tentu
sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Faktor-faktor seperti SOP yang sudah
tidak relevan, kelalaian karyawan, atau tidak terdapatnya standar untuk fungsi
tertentu dapat menjadi alasan yang menyebabkan tidak dilaksanakannya SOP
tersebut.

Para pimpinan kadang atau bahkan seringkali tidak memperhatikan kecuali
kondisinya sudah sangat buruk. Banyak dari beberapa pimpinan tidak
mengetahui buruknya kinerja pegawainya yang tidak optimal sehingga organisasi
atau instansi menghadapi krisis yang sangat serius. Hal tersebut merupakan
suatu pertanda bahwa adanya kinerja pegawai yang menurun.

Pada hakekatnya tugas pokok pegawai pemerintah adalah memberikan
pelayanan, sehingga apparat pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab
untuk memberikan pelayanan publik dengan baik dan dapat memuaskan semua
pihak. Terselenggaranya pelayanan publik yang professional merupakan
tanggung jawab bersama antara pimpinan dan bawahannya.

Bagaimana kita harus mengelola manusia agar menjadi tenaga yang

berdisiplin tinggi, sebab pengelolaan organisasi merupakan tempat sekelompok



manusia untuk mencapai tujuan yang disiplin merupakan suatu motivasi, sikap,

dan kepatuhan terhadap tugas yang diberikan padanya atau melakukan

pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Biro Organisasi dan Tatalaksana
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas yaitu:

1. Melaksanakan kebijakan penataan struktur organisasi, tata kerja, dan
hubungan kerja pemerintahan dan unit pelaksana teknis;

2. Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi penataan kelembagaan Kementerian,
dan unit pelaksana teknis;

3. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi pelaksanaan analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, dan identifikasi
kebutuhan jabatan fungsional Kementerian, unit pelaksana teknis pemerintah
daerah, dan tambahan penghasilan pegawai pemerintah daerah;

4. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta fasilitasi penataan
ketatalaksanaan Kementerian, unit pelaksana teknis, dan pemerintah daerah;
Menyiapkan telaahan kebijakan penataan kelembagaan;

Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi penataan kelembagaan dan kinerja
sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/ kota;

7. Mengkoordinasikan pembinaan umum dan fasilitasi pelaksanaan,
pengembangan program dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian, dan pemerintah daerah;

8. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi
layanan administrasi dan konsultasi dan koordinasi pembinaan
penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkungan Kementerian, dan
pemerintah daerah; dan

9. Menyusun rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan
administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Jenderal hanya memiliki 68 pegawai yang harus
menangani kebutuhan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit
kerja di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Apabila

kinerja pegawai Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal, maka



sangatlah beresiko bagi

keseluruhan.

kinerja Biro Organisasi dan Tatalaksana secara

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal
Tahun 2020
TAHUN 2020
NO INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET CAPAIAN
1. | Jumlah Daerah yang menyusun 6 Provinsi 13 Provinsi (217%)
Analisa Jabatan, Analisa Beban (100%)
Kerja dan Evaluasi Jabatan
2. | Persentase penerapan SOP 90% 100%
pada setiap Satker
Kementerian Dalam Negeri
3. | Jumlah Unit Organisasi yang 3 Unit Kerja 8 Unit Kerja Eselon
telah menerapkan Budaya Eselon | I
Kerja
4. | Jumlah Daerah yang 6 Provinsi 3 Provinsi
terfasilitasi dalam penyusunan
budaya kerja
5. | Nilai Capaian Kinerja Nilai 12 Nilai 11,77
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi pada Sekretariat
Jenderal
6. | Jumlah daerah Provinsi dengan 24 Provinsi 21 Provinsi
Indeks Reformasi
Birokrasi>baik
7. | Jumlah daerah Kabupaten/Kota 103 Kab/kota 62 Kab/Kota
dengan inskes Reformasi
Birokrasi >baik
8. | Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 86 Nilai 88,73
Kementerian Dalam Negeri
9. | Persentase Unit Kerja eselon | 60% 92%

Kementerian Dalam Negeri
yang indeks Kelembagaan
statusnya >(p4)




10. | Persentase Sekretariat Daerah 20% 64%
Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota yang indeks
Kelembagaan statusnya >(p4)

11. | Indeks Kepuasaan Pengguna 85% 89,5%
layanan atas kualitas layanan .

administrasi dan konsultasi L2l

Kementerian Dalam Negeri

12. | Jumlah satuan kerja yang 4 Satker 4 Satker
melaksanakan Reformasi
Birokrasi Substantif untuk 8
Area Perubahan disemua
Satker eselon |

13. | Nilai Capaian Kinerja Nilai 20 Nilai 58,87
Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas Korupsi
pada Sekretariat Jenderal

Sumber: Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Tatalaksana Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Biro Organisasi dan
Tatalaksana Sekretariat Jenderal telah melaksanakan 13 Indikator Kinerja
Kegiatan dengan hasil: 9 Indikator Kinerja Kegiatan telah mencapai atau melebihi
target yang di tentukan, sebanyak 4 Indikator Kinerja Kegiatan yang belum
mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Biro Organisasi dan Tatalaksana

No Pangkat Golongan Jumlah
1 | Pembina Utama Muda IVic 1 orang
2 | Pembina Tingkat | IV/b 2 orang
3 | Pembina IV/a 2 orang
4 | Penata Tingkat | li/d 10 orang
5 | Penata ll/c 7 orang
6 | Penata Muda Tingkat | /b 23 orang
7 | Penata Muda ll/a 3 orang
8 | Pengatur Tk. | [I/d 4 orang
9 | Pengatur ll/c 1 orang

JUMLAH 68 orang

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Biro (2021)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi dan

Tatalaksana Sekretariat Jenderal hanya memiliki 68 Orang pegawai yang harus



menangani kebutuhan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh Unit
Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Apabila
kinerja pegawai Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal kurang
baik, maka sangatlah beresiko bagi kinerja Biro Organisasi dan Tatalaksana

Sekretariat Jenderal keseluruhan.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Absen Pegawai Biro Ortala
NO DATA ABSENSI JUMLAH KETERANGAN

1 | Telat Datang >7 Jam | 10 Orang Akumulasi Tahun 2019

2 | Pulang Cepat >7 |5 Orang Akumulasi Tahun 2019

Jam

3 | Alpha 3 Orang Akumulasi Tahun 2019

Sumber: Biro Kepegawaian Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan
penurunan kualitas kinerja adalah disebabkan karena beberapa pegawai masih
ada yang tidak mentaati disiplin jam kerja bahkan ada yang alpha atau tidak hadir
tanpa keterangan. Selain itu masih ada pegawai yang tidak mentaati peraturan
dan tata tertib yang berlaku di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Sesuai
PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi
salah satu kewajiban PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah masuk
kerja dan menaati ketentuan jam kerja apabila PNS tersebut melanggar maka
diberikan sanksi antara lain hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

Dalam melaksanakan fungsi organisasi pemerintahan terkait Kkinerja
pegawai peneliti menduga ada beberapa permasalahan yang terjadi di unit kerja
Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal diantaranya yaitu:

1. Masih ada beberapa yang belum memahami tupoksinya, dikarenakan
ditempatkannya pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang
pendidikannya;

2. Masih ada beberapa pegawai yang tidak disiplin dari aspek kehadiran;

3. Masih ada beberapa pegawai yang belum mau menerima dan mengikuti

perubahan-perubahan peraturan yang baru; dan



4. Kurangnya semangat serta tingkat disiplin pegawai yang masih rendah,
padahal tunjangan kinerja sudah mencapai 80%.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut dan menetapkan judul “Audit Kinerja Pegawai Pada Biro
Organisasi Dan Tatalaksana, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya,
yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Pegawai pada Biro Organiasi dan Tatalaksana, Sekretariat
Jenderal Kementerian Dalam Negeri?

2. Faktor-faktor atau kendala apa yang dihadapi dalam Kinerja Pegawai Biro
Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam
penelitian ini diantaranya adalah:

1. Melakukan Audit Kinerja Pegawai pada Biro Organiasi dan Tatalaksana,
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri?

2. Melakukan analisis faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam Kinerja
Pegawai Biro Organiasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian
Dalam Negeri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Terhadap Kepentingan Dunia Akademik
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi
pemikiran guna memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan
Manajemen Sumber Daya Manusia, terutama tentang manajemen Kkinerja
dalam tatanan birokrasi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat
memberikan informasi dan data tambahan bagi peneliti lain yang akan
melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Terhadap Dunia Praktis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi
pimpinan sebagai solusi dalam meningkatkan kinerja Biro Organisasi dan

Tatalaksana Sekretariat Jenderal.
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